KEPALA DESA BANARAN

KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANARAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA DESA BANARAN,

bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802);
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015
Nomor 15);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018
Nomor 47);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
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Peraturan Bupati Temanggung No 60 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 60);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
Peraturan Desa Banaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banaran
Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran
Tahun 2021-2026 (Berita desa Banaran 2020 Nomor 7);
Peraturan Desa Banaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Desa Banaran Tahun 2021 Nomor 8);
Peraturan Desa Banaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2021 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
dan
KEPALA DESA BANARAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANARAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
semula berjumlah Rp. 1.562.806.200,- bertambah Rp.

3.623.250,- menjadi Rp. 1.566.429.450,- dengan perincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp. 1.548.336.900,-
b. bertambah/berkurang Rp. 3.624.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Rp. 1.551.960.900-
Perubahan

2. Belanja Desa

a. semula Rp. 1.502.806.200,-
b. bertambah/berkurang Rp. 3.624.000,-
Jumlah Belanja setelah Rp. 1.506.429.450,-
Perubahan
Surplus/Defisit Rp. 45.531.450,-
3. Pembiayaan Desa Rp. (45.531.450,-)
a. Penerimaan Pembiayaan
- Semula Rp. 14.469.300,-
- bertambah/berkurang Rp. (750,-)
Jumlah penerimaan Rp. 14.468.550,-
pembiayaan setelah
Perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan
- Semula Rp. 60.000.000,-
- bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran Rp. 60.000.000,-
pembiayaan setelah
Perubahan

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (45.531.450,-)

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan .Anggaran Pendapalt)ansﬂdarlx
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam a .
tercantum dalam Lampiran yar}g. merupakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.






